
RINGKASAN PERMOHONAN 

Perkara Nomor 85/PUU-XII/2014 

Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota 

 

I. PEMOHON 

1. Sutrisno, anggota DPRD Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I; 

2. H. Boyamin, sebagai Pemohon II. 

 

KUASA HUKUM 

Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 

Agustus 2014. 

 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

Undang-Undang adalah: 

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”. 

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 



3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonanpara  Pemohon     

a quo. 

 

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa 

hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan 

berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), yat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat 

(8), ayat (9), dan Pasal 377 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI 

A. NORMA MATERIIL 

Norma yang diujikan, yaitu: 

− Pasal 376 ayat (2), ayat (3), yat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat 

(8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai 

politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD 

kabupaten/kota.  

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota 

yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak 

pertama di DPRD kabupaten/kota.  

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh  

kursi  terbanyak  pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota 

yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.  

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh 

suara terbanyak sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

penentuan  ketua DPRD kabupaten/kota  dilakukan berdasarkan 

persebaran wilayah  perolehan suara  partai politikyang  lebih  luas 

secara berjenjang.   

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 



wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD 

kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 

suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. 

(7) Apabila  masih  terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota 

yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi 

wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal 

dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.   

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara 

terbanyak.  

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 

perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. 

− Pasal 377 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014  

(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang 

wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD 

kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai 

politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota 

 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : 

− Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 

“….dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, …” 

− Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 



(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 

− Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 

Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 

− Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

− Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. 

− Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yan g sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan  

− Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

 

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO 

BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 

1. Tugas antara DPR dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama jika dilihat dari 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 



2. Ketentuan a quo mengatur keterwakilan rakyat di DPRD Kabupaten/Kota 

menjadi inkonstitusional karena saat pemilihan pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota tidak dipilih dari dan oleh anggota. 

 

VII. PETITUM 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), yat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), 

ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 

1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 

ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), alinea keempat 

pembukaan UUD 1945; 

3. Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 376 ayat (2), ayat (3), yat (4), ayat (5), 

ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Menyatakan Pasal 377 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I 

ayat (2), alinea keempat pembukaan UUD 1945; 

5. Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 377 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 


